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IIIAN KEpUTUSAN
UALIKOTATAOYA XEPALA DAERAH TINGKAT II SI'RAAAYA

NOilOR 103 TAHUH 1998

TENTANG
TATA CARA PENYELESATAN IZIN USAHA ANGKUTAI{ {T[.AIDI KOTAlr DyA DAERAH TIilcKAT II SURASAYA

WALIIOTA}IADYA KEPALA DAER^H TINGI(AT II SURABAYA

Mehgingrt

bahwa dengan tel ah d.lberlakukannya peraturan DacrahKotamadya Daerah Tingkat II Surabaya i,lomo r 17 Tahun1993 tcntang Izin Usaha Angkutan Umum di Kot arnadyaDaerah Tingkat tI Surabaya, qan te'tah dibentukniaDinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan Daerah xot rnadiiOaerah Tingkat II Surabaya bcrdasarkan perrtuiih
oaerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surab0ya Ngmor fB?ahun !9gG serta trntuk meningkatkan petayinrn- koOrdi
mrsyarakat berkaitan dengan Iein Usaha AnEkutan tiom.mlka tllpandang pcrlu menatapkin Tata Crra prnyolriflfi
Ilin Usah! Angkutan Umum dengan suatu Keputugln.

1 . Undang-undang Nomo r- t 6 Tahun t gSO tontanC
Pembent ukan Daerah Kot a Besar dal am I i ngkungfn
Propi nsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barit den
Daerah Istimewa yogyakarta jo. Undang-undlng Nomor
2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun tg74 t€ntahg pokok-
pokok Pemer i ntahan di Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 19BO tentang JElqn :

4, Undang-undang Nomor I Tahun 1991 tentang Hukum
Acera Fi dana ;

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun t99Z tantang
Lintas dan Angkutan Jalan ;

6. Undang-undang Nomor 1B Tahun 1997 tentang parfk
Daerah dan Retribusi Daerah ;

7. Peraturan Pemer'i ntah Nomor 22 F ahun 'l990 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam
Bidang La'l u Lintas dan Angkutan Jalan ,kepada DaerahTingkat I dan Daerah Tingkat II;

LrI.g

t ent ang
Bsrst

t ent ang

8. Peraturan Pemerintah Nomor /15 Tahun 1992
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik
pada Daerah Tingkat II ;

L Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun l99g
Angkut an Jalan ;

\
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K€putusan Bersama u

iii:r", s*"ij" ):ffi .Tii: i:i" !:!xi:i!i8",:;:,"#r' ";;
ro,o. ;;" i;;;; Yrb; i:;i:;;" i:l;::ff1,'"9:[]il:lUrusan pemeri nt ahan 

_dat a, eio"ng"iIiJ,'.t_intr" danangkutan Jatan kepada oaeratr-ij iglii"r o"n Daerahl rngkat II ;

Keputusan Menteri perhubungan Nomor KM,6g Tahun'! 993 tentang penyet"nggu.uir" argr.rt"ii' orang dli:lil.i;!:;"*.1:loi;:il ;:;i" y:;"i;;;;;""" Menteri

,o.

1t

t,. 
f33ltr;ll,^XS"tFfi perhubunsan Nomor KM.6s rahun
,iiin l-,'..,," penyelenggaraan Angkutan e.i"ng-"ii'

13, Peraturan Daerah- Kotamadya Daerah Tingkat IISurabaya Nomor rs r"rlrn-,ise7'-iEnt"ns penyidikPesawai Negeri :r?il: gi i innrriJu" pemerintahDaerah Kotamadya Daerah Tingkat-ii Eurauay. ;
14. Peraturan Daerah_ Kotamadya Daerah Tingkat IIsurabaya Nomor .rz ranun-i6ig [I"ilrg rzin UsahaAnskutan umum di xoiiruovl- ;;;;il rinskat rrSurabaya ;

15. Peraturan Daerah _Kotamadya Daerah Tingkat llsurabaya Nomor t3 ri,.r, is66 i;;i;;s pembentukanorsanisasi dan .rata. i".:i-oi";;"i;i u Lintas danAngkutan Jalan Dae.atr roiaraovl"o!l."n Tingkat IISurabaya.

MEMUTUSKAT,I

IEl]JrlsAN WALTKoTAMADYA KEPALA D.cERAHgllllplyA TENTANG rArA 6ARA prNVErL'iriiH
l!'lg5qr^N UMUM Dr rorauroye ;;;ilH^,'SURABAYA.

Uenct apkan

-'\d ;
KETENTUA{ UMUM

pasal 
1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

TINGKAT II
I Z Ir,l USAHA

TINGKAT II

Pemer i nt ah Kot amadya
b. Pemeri ntah Daerah, adalah

Daerah Tingkat fl Surabaya ;

c. lval i kotamadya Kepala Daerah, adalah wal i kotamadyaKepala Daerah Tingkat lf SriuUrVr'i"
d. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat yang ditunjukoreh warikotamadya.Kepaia oue.itr--Jntur. memberikinpelayanan izin, yaitu'i"p.ri-binas-Lalu Lintas danAngkutan Jatan Daeran xoiamiOya oI"I"n Tingkat IISurabaya ;

' st-irir-in ;
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{epata Dina3, adaia'i Kepala Dinas Lalu
Angkut an Jal an Daerah Kotamadya OatiafrSurabaya ;

s.

f. Angkut an, ada I ahdari sat u t empat
kendaraan;

h.

Ja lan, adal ah
I intas umum ;

pemi ndahan orang dan
ke iempat Iain dengan

Lintas dan
Ti ngkat I I

atau barang
menggunakan

Kendaraan Umum, aoal ah set i ap kendaraan bermotoryang diseorakan untuk dipergunakan oleh umum dengandipungut bayaran dan termasuk dalam pengsrt iankendaraan umum adalah kendaraan sewa;

Kendaraan Sewa, adalah setiap mobil penumpang yangdisewakan untuk angkutan orans tidak dalai iraiJiilbaik dengan maupun tanpa pengemudi;

Usaha Angkutan Umum, adal ah set i ap usaha bai kperorangan maupun berbentuk Badan Hukum yang
m€nyedi akan jasa angkutan orang dan atau Oaiand
dengan kendaraan umum di jalan ;

Perusahaqn Angkutan Umum, adal ah perusahaan yang
menyed iakan jasa angkutan orang dan atau Oaiani
dengan kendaraan umum di jalan ;

1z:in Usaha Angkutan Umum yang selanjutnya dapatdisebut Izin, adalah izin untuk menye I engga ra'kanusaha angkutan umum yang djkeluarkan olsh Kepala
Di nas ;

k.

jalan yang diperuntukkan bagi lalu

m. Mobi I penumpang, adal ah set i ap kendaraan bermotgryang di lengkapi sebanyak-banyaknya I (delapan)
tempat duduk tidak termasuk tempat duduk p€ngemudi,
baik dengan maupun tanpa perl6ngkapan pengangkuta;
bagas i ;

Mobi I barang, adal ah set.i ap kendaraan bermotorselain sepeda motor, mobi l penumpang, mobi l bus dan
kendaraan khusus;

Trayek, ada'l ah I i ntasan kendaraan umum untuk
pel ayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang
mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, I intasantetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwa! ;

Trayek tetap dan teratur, adalah pelayanan angkutanyang di iakukan dalam jaringan trayek secara tetapdan teratur, dengan jadwal tetap atau tidakberjadwal;

n.

o.

p.

Pengawasan, adal ah kegiatan pemantauan,
dan tindakan korektif terhadappenyelenggaraan kebi iAksanaan I a'l u I
angkut an j aI ari .

penilaian
pe 1 aksanaan
i nt as dan

sl;i+rin-in
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BAB II
KENTENTUAN PERIZINAN

pasal z

(1) BaSi_ setiap orang atau Badan Hukum yang menysleng_garakan angkutan orang dan atau ingiutan 't;;;gdengan kenCaraan umum wii ib memi I iki izin;
(2) lzin tersebut pada ayat (1) pasal ini meliputi izinusaha angkutan orang dan izin usaha ' angkuianbarang;

(3) Izin usaha angkutan orang dengan kendaraan umum,sebagaimana dimaksud pada aiat (t) pasaf - inidigunakan untuk mengusahakan ingkuian orang dalamtrayek tetap dan teratur dan atau tidali dalamt rayek ;

(4) Izin usaha angkutan barang dengan kendaraan
9ryum sebagaimana dimaksud pada ayat-(r ) pasai inidigunakan untuk mengusahakan pengangLutan barangumumr bahan berbahaya, baranS khuius, peti kemaidan al at berat.

(1) Izin diberikan untuk jangka waktu se.lama p€rusahaanyang bersangkutan masih menjalankan usahanya danmemenuhi persyaratan sesuai dengan peiaturan
Perundang-undangan;

(2) Pember'i an atau penolakan izin diberikan oleh KepalaDinas selambat-'l ambatnya dalam jangka waktu 1i(empat belas) harj kerja set;lah permohonanditerima secara Iengkap ;

(3) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksudpada ayat (z) pasa'l ini, disampaikan secaratertulis dengan disertai a'l asan penoiakan.

BAB III
PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN

Pasa l

PasaI

Untuk memperoleh iz.i n, pengusaha angkutan umumviajib memenuhi persyaratan :

a. Memiiiki Nomor pokok wajib pajak (Npwp) ;b. Memi I lki Akte pendirian perusihaan bagi pemohon yang
berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi 6;;ipemolon yang berb€ntuk koperasi ;c. Memi I iki Kartu Tanda penduduk (KTp) bagi penohonperorangan;

st_ir ii- i m
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d. Memi l iki Surai Ket erangan Dom.i sj I i perusahaan 
;e. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha ;f. Pernyat aan kesanggupan unt uk memi i i ki at au menguasaiminimal 5 (1ima) buah kendaraan bermotor ;g. P€rnyataan kesanggupan untuk menyed.i akan fasi I itaspenyimpanan kendaraan.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

pasal 5

(1) Pengusaha angkutan orang yang telah mendapatkanIzin diwajibkan :

a, Memenuhi kewaj iban yang telah ditetapkan dalam
su rat izin;

b, Melakukan kegiatan usaha angkutan umum selambat_
l ambat nya dal am r{akt u 6 ( enarn ) bul an Cei"tditerbitkan surat i zin;

c. Melaporkan kegjatan usaha angkutan setiap tahunkepada Kepa'l a Di nas ;

d. Melaporkan apabi 1a terjadi perubahan kepemi l ikanperusahaan atau domisi I i perusahaan kepada
Kepa I a Di nas;

e, Memi I ikilmenguasai tempat penyimpanan kendaraan
( pool kendaraan ) .

f. Memilikj dan atau menguasai sekurang-kurangnya s(Iima) kendaraan sesuai dengan peruntukan, - y"ng
memenuhi persyaratan teknis dan laik ja.l an;-

g. Pengemudi yang bertugas harus memakai pakaian
seragam yang di lengkapi dengan identitasperusahaan angkutan umum ;

h. Pengemud.i yang bertugas harus memakai kartupengenal pegawai yang dikeluarkan olehperusahaan angkutan umum.

(2) Pengusaha angkutan barang yang telah mendapatkanizin diwaj i bkan :

a. Memenuhi kewaj iban yang telah ditetapkan dalamsurat izin;
b. Memiliki awak kendaraan yang beroperasi sebagaipegawai tetap dan memenuhi persyaratan

perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi
waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi ;

sk_ilin-irr
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c. Melakukan kegiatz

I iHait#";;:j ll,,l: li,l 
" 8,, [:l#,,,f 1 ff 

, 
"Tli: ;

' 
I;i;"iil;,"i;.";xin"l,,"fr".5!,.5X;-,if;l;;",#il:

" I:J:5:.l:;"f:t;il:l usaha anskutan setiap tahun

i#ii# I 
-;i:s;iil, 

ff 
:i:::ii "#'i:::;rx r:i,,r:";

HH:;::t ii;x'J:,1:iii.;"fft,l:lnun. n",,,,,, *"n

[:l;]:ll, t;:.i'n:,H:::;;:' terpat penyimpanan

pasal 6

"' iilil::13.,I;t3";"1:f"T:5?,3jf?t,,ilt;".:tf".;l;;
(2) Kartu pengawasan Izin merupakan tandkendaraan vans 6.rla-";;l::"::l_tanda beroperasinya

pensendar i ;;7i""!1i""!:1,.";,;;u.,;:1" seualai -atii
setiap tahun iepada Kepat u'6i'i"" l'",r" 

di laporkan
(3) Untuk ,",1perolef 

. 
Kartu pengawasan Izin, p€ngusahaangkutan umum hrarrD memenuhj persyaratan 

:
a, m€mi I iki Kartr;: ffiili i ;[]. ^S,lll,'il",l",ii,lll,**ilJ!,1.;, 

Bermotorc. memi liki Izin Usaha Angkutan Umumd. memiiiki i zi" i.i'"ir],.'Yl:'1: umum ,

umum ; 
trayek/i zin operasi bagi penumpang

e. memiliki Surat tanda Uji Kendaraan (STUK).

BAB VBATAL ATAU TIDAK BERLAKUiIYA
SURAT IZIN
pasal 7

;:i?lnr,:;:0, yl"l" Anskutan umum batar atau t idak

I

sl .

h.
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a. atas permintaan pemegang izin;
b. pengusaha angkutan umum melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasa'l 5 dan 6
Keputusan ini serta t idak melakukan kegiatan
usaha angkut an umum ;c. pemegang izin meninggal dunia dan tidak
dimohonkan pemi ndahan hak atas izin;

d, Kendaraan umum yang menjadi objek izin tidak
ada ;

e. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam surat izin;
f. keterangan yang diberikan pemohon pada saat

pengajuan permohonan ternyata tidak banar atau
dipalsukan,

BAB VI
PEMINDAHAN HAK ATAS SURAT IZIN

pasal I
(1) Pemi ndahan hak atas surat izin dinyatakan sah jika

memperol eh persetujuan terlebih dahu'l u dari Kepala
Dinas ;

(2) Untuk mempero'l eh persetujuan dimaksud pada ayat (1)
pasal ini yang bersangkutan harus mengajukan surat
permohonan kepada Kepaja Dinas ;

(3) Dalam surat permohonan dimaksud pada ayat (2) pasal
ini harus mencantumkan :
a. Nama, a,r:mat dan pekerjaan pemegang izin yang

l ama maupun yang baru ;b, Jenis kendaraan umum dan pengangkut annya.

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
pasal ini harus dilampiri :

a. Surat bukti pemindahan hak kepemi I i kan/penguasa-
an atas kendaraan umum yang bersangkutan ;b. Kartu Tanda Penduduk yang masih ber'l aku.

BAB VI I
PENANDATANGANAN IZIN

Pasal I
(1) Penandatanganan pemberian/penolakan izin di l aksana-

kan oleh Kepala Dinas ;

(2) Keputusan ini sekaligus berlaku sebagai pel impahan
wewenang Wal ikotamadya Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

skjtiirrn
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BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

pasai 1O

(1) Bentuk permohonan izin sebaga.jmana dinyatakan dalamLampi ran I Keputusan ini ;

(2) Bentuk surat izin sebagaimana dinyatakan padaLampiran II Keputusan .i ni ;

(3) Bentuk Kartu pengawasan izin sebagaimana dinyatakanpada Lampj ran III Keputusan ini.

BAB IX
PENUTUP

pasal l l

Dengan berl akr,rnya Keputusan rni semuabertentangan dinyatakan t idak berlaku.
ket ent uan yang

pasal 12

(1) Keputusan ini berlaku sejak
(2) Mengumumkan Keputusan jni

Kot amaC!,a Di.rah Tingkat II

t anggal ditetapkan;
da lam Lembaran Daerah
Su rabaya .

D i t et apkan d i
Pada Tangga I

WALI KOTAMADYA
TINGKAT II

URABAYA
Desember 19gg

D

24

KEPALA DAERAH
SURABAYA

Sal i n4n
Yth. 1.

1,
3.
1.
5..

61

,t 7..
8,

tt d.

H. SUNARTO SUUOPRAWTRO

Keputusan ini disampaikan kepada :Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur;

Sdr. Psmbantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;Sdr. K€tua DPRD Kotamadya Oitt tr sr."Ulyu;Sdr, Ka. Itwil Kotamadya Surabaya;Sdr. Ka, Dinas Lalu Lintas nngkutan JaIan Daerah
Kotamadya Dat i II Surabaya;Sdr. Ka. Pasian organisasi Seikodya Dati II
Su rabaya;

Sdr. Ka. POLWITABES Surabaya;Sdr. Ketua ORGANDA Su rabayl . '

sl_i tin-irr
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Diumumkan dalam Lembaran Daeri,h Kotamadya Daerah TingkatSurabaya Seri D2 Nomor 43 Tangai 24 Desember .1 99g,
II

An. Sekretari s Kotamadya Dae r ah

Ka,

KODRAT SAMADIKUI.I. SH.
Penat a Tk, I

NIP.510 036 885

,l

, Bag i an
I

st_irii-iIl



SAL I NAN

Perlhpl Permohonan Izin Usaha
Angkut an Umum .

KEPUTUSAN WALIKOTAYADYA FEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOITOR : lO3 TAHUN 1998
TANGGAL : 24 DESEMBER 1998

Surabaya,

Kepada:
Yth. Sdr. Kepala Dinas Lalu Lintas

Angkut an Jalan Daerah
Kodya Dat i II Surabaya
di -

SURABAYA

Hormat kami

Tanda Tangan dan
Nama Terang Pemohon

LAI'PIMN I

Bersama inj kami mohon kepada Kepala Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya untuk dapat diberi Izin Usaha
Angkutan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana terlampir.

Sehubungan d€ngan permohonan tersebut di atas
kami sanggup senant iasa mentaati peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Demi ki an untuk menjadikan periksa.

PERHATIAN :

Perr4Qhonan yang t i dak di i si
denghn. ,J engkap dan t i dak
djsertai lampi ran-lampi ran
yang dijlerlukan tidak di layani

rl iril, irrl
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Nama Pemohon
Al amat /Tempat Tinggal
Pekerj aan
Kebangsaan

Badan Hu kum
A I amat

Jenr s Angkut an
Nomor Rangka
Nomor Mes i n
Nomor Kendaraan
Nomor STUK
Kode Lyn
Route Trayek
Merk Kendaraan
Keadaan
Bentuk Kend a r aan
Warna
Nomor Lambung
Tahun Pembuat an
Model,/Typs
Pintu

4. Ket e rangan lain-larn

Diisi o'l eh pet ugas
diterima tanggal :

Nomor Agenda :

Lampi ran yang harus disertakan :

1. Foto copy Nomor Pokok waj ib Pajak (NPWP);
2, Foto copy Akte pendi ri an perusahaan bagi

pemohon yang berbentuk usaha, akte pendirian
koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi;

3. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan;
4. Foto copy Surat Keterangan Dom'i sil'i Perusahaan;
5. Foto copy Surat Izin tempat Usaha;
6. Pe rnyat aan kesanggupan unt uk meme 1 i k i at au

menguasai minimal 5 (lima) buah kendaraan
bermotor;

7. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan
fasi I jtas penyimpanan kendaraan'

Su rabaya,

Tanda Tangan dan
Nama Terang Pemohon

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H- SUNARTO SUMOPFAWIRO

An. Sek ret a rli s KotamadY,q Daerah
Tinsk'ht rI sur?6dya

xa. e6sian t/fium,,- 
rr, /,

./ 1." \_,",,\---,/ \

I(ODRAT SAMADIKUN. SH.
. ../ Penat a Tk. I

NrP. 510 036 885

ririr:il,lrar
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SAL I NAN

Dasar

LAMPIRAN II KEPUTUSAN IYALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 103 TAHUN t 99B
TANGGAL : 24 DESEMBER 1998

SURAT IZIN
KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II ST'RABAYA

NOMOR TAHUN

TENTANG
IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM

KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAEMH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENGIZIHKAN
Kepada
Nama
A.' amat
Jnt uk

Di keluarkan d,i
Pada Tanggal

:SURABAYA

KEPALA DINAS
ANGKUTAN

KOTAT,IADYA DAERAH

LALU LINTAS DAN
JALAN DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Ternbusan
Yth.

M. BAMBANG SUPRIHADI, SH

PEMBI NA
NIP. 289 01 1 145

WALIKOTAMADYA KEPALA OAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.
H. SUNARTO SUMOPRAIYIRO

KODRAT SAMADIKUN. SH.
Penat a Tk. I

NIP. 510 036 885

I I Su/ibaya

I la[iz i2. iral

b.

ya Dae r



SAL I NAN

1 . Nama pe ru s ah aan2. Nama pemi I i k
3. A I amat perusahaan
.1 . Jenis usaha
5. Nomor Izin Usaha6. Norno r Kendaraan
7. Nomor STUK
8. Merk/Ti pe
3. Tahun pembuat an10. Masa berl aku

Hu

LAMPIRAN III IYALIKOTAMADYA KEPALA
TINGKAT II SURABAYA
: 103 TAHUN tgSB
: 2,t DESEMBER t SgB

KEPUTUSAN
DAERAH
Nol/loR
TANGGAL

KARTU PENGAWASAN IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM

Surabaya,

KEPALA DINAS
ANGKUTAN

KOTAMADYA DAERAH

LALU LINTAS DAN
JALAN DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

M, BAMBANG SUPRIHADI.
Pemb i na

NIP. 289 011 145

SH.

WALIKOTA.IIADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUTrcPRAWIRO
An Sekretqris Kot amadya Dae rahTingltat I I Surab/!a

Ka. Bag i an
I

./1'\--'/'

KODRAT SAMADIKUN. SH.penata Tk. I
NIP. 510 036 885

r'r|liirin3.irat


